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Perpres
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Pengelolaan Pengaduan

Amanat Konstitusi dan
Janji Presiden

TRI
SAKTI

Arah perubahan
untuk Indonesia

Nawa Cita adalah janji pemerintah
kepada rakyat Indonesia

Menolak negara lemah dengan
melakukan reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya

Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara

Meningkatkan kualitas hidup manusia

Membuat pemerintah tidak absen Indonesia

dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya

Meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional

Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor strategis
ekonomi domestik

Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan

Melakukan revolusi karakter bangsa

Memperteguh ke-Bhinnekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia

NAWACITA
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PERWAKILAN JAWA TENGAH

Ombudsman RI, Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi

Ombudsman RI

mencegah mengawasi

Maladministrasi Pelayanan Korupsi

Publik

berantas/menindak
(law enforcement)

Polri/Kejaksaan/KPK



PERWAKILAN JAWA TENGAH

() OMBUDSMAN

DASAR ASAS-
HUKUM ASAS
Undang-Undang KEPATUTAN
Nomor 37 Tahun 2008
Tentang Ombudsman KEADILAN

Undang-Undang NON-DISKRIMINASI
Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan

Publik

TIDAK MEMIHAK

AKUNTABILITAS
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang tentang
Pemerintah Daerah dan
Perubahannya

KESEIMBANGAN

KETERBUKAAN

v" KERAHASIAAN
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PASAL 58 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;

Tertib penyelenggara negara;

Kepentingan umum; I'M FROM THE

Keterbukaan;
@an; GOVERNNENT, 0
Proporsionalitas; ['M HERE X = é\-

Profesionalitas; A
Akuntabilitas; T0 HELP W
Efisiensi; 1l
Efektivitas; dan
10 Keadilan

© 0 NOUAWN
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1
MENYELESAIKAN

melakukan
pemeriksaan
substansi atas
Laporan;
menindaklanjuti
Laporan yang
tercakup dalam
ruang lingkup
kewenangan
Ombudsman;

prakarsa sendiri
terhadap dugaan
Maladministrasi
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik;

pemerintahan
lainnya serta
lembaga
kemasyarakatan
dan
perseorangan;
membangun
jaringan kerja;

3
LAPORAN PUBLIK KOORDINASI
4
1. menerima Laporan 2
atas dugaan OWN MOTION = kmoi?(;l:\zi?dan PENCEGAHAN
Maladministrasi INVESTIGATION :
dalam CUEREINE 7. melakukan
dengan lembaga upaya
penyelenggaraan 4. melakukan h
elayanan publik; investigasi atas negara atau pEVEEREIEN
P ’ lembaga Maladministrasi

dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik; dan
melakukan tugas
lain yang
diberikan oleh
undang-undang
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Wewenang Ombudsman

. Meminta keterangan dari pelapor dan terlapor;

. Memeriksa kelengkapan berkas laporan tersebut;

. Meminta salinan berkas yang diperlukan untuk pemeriksaan;

. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan semua pihak terkait;
. Menyelesaikan l[aporan dengan cara yang disepakati para pihak;

. Membuat rekomendasi untuk penyelesaian laporan;

. Mengumumkan hasil pertemuan;

O N oo U B~ W N -

. Menyampaikan saran kepada lembaga negara dengan tujuan

perbaikan demi pelayanan publik yang lebih baik.
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LANGKAH STRATEGIS

MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK DAN MEMPERCEPAT
REFORMASI BIROKRASI UNTUK
MEMBANGUN INTEGRITAS
PELAYANAN PUBLIK
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m a Ia d m i n i St ra S | . N PERWAKILAN PROVINS| JAWA TENGAH
d a Ia m pe I aya n a n p U bI I k Laporan melalui media sosial

dengan #awasiyanblik

( v |
k\ ' QOBH 277 3797 (pada jam kerja) @ @ombudsman.jawatengah

3 Ombudsman RI Jawa Tengah

EIEEIE 08213737 3737 ¥ @ombudsmanjateng
W jateng@ombudsman.go.id
Format laporan : Nama pelapor, No Ktp, Asal Kab./Kota, Isi Laporan & www.ombudsman.go.id

Dan/Atau Datang Langsung Ke Kantor Ombudsman Ri
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

JI. Siwalan No 5, Wonodri, Semarang
Telp/Fax : (024) 8442627




